/‘ B
AUl o
& e

P et

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
BAHAN BAKAR GAS ELPIJI ANTARA KONSUMEN DAN

DEALER GAS PT. EKA CIPTA SARI DI KOTA SEMARANG

diajukan sebagai judul thesis untuk menyelesaikan tugas akhir

program pasca sarjana magister kenotariatan

Oleh : e il

ANESTA CHRISANTL SH - .oz’ o

B4B 001 101

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004



PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
BAHAN BAKAR GAS ELP1JI ANTARA KONSUMEN DAN

DEALER GAS PT EKA CIPTA SARI DI KOTA SEMARANG

Disusun oleh :

ANESTA CHRISANTL SH

B4B001101

Telah diuji di depan tim penguji

Hari/Tanggal,20 Februari 2004

Mengetahui,
Dosen Pgmbimbing Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan UNDIP

Achmad Busro, SH, MH Prof. IGN. Sugangga, SH

NIP. 130 606 004 NIP. 130 359 063




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak pernahi ada Rata terlambat untuR menjadi orang seperti yang diinginkan®

( George Elliot )

Perbuatan baik lebih baik daripada perkataan baik,

( Benjamin Frankfin )

Tesis ini saya persembahkan kepada :
< Papa, Mama dan Adikku

%+ Saudara-saudaraku

+
0..

My lovely Arief Kurniawan

+
...

Teman-temanku




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT yang berkat

karunia-Nya, penulisan tesis ini dapat selesai sebagai persyaratan untuk

memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang

telah turut serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat

terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1.

Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Semarang.

Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Bapak Paulus Hadisuprapto,SH,MH selaku dosen wali yang telah memberi
dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magfster
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Bapak Achmad Busro, SH,MH selaku pembimbing tesis yang disela-sela
kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi,dan
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Para guru besar, dosen dan karyawan/karyawati Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang berkat jasa beliau

pengalaman penulis di bidang hukum dan kenotariatan menjadi hertambah.




6. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberi doa
restu serta dorongan moril maupun materiil sehingga penqlis dapat
menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Semarang,

7. Special thanks to Arief Kurniawan yang baik langsung maupun tidak
langsung, serta dengan cinta dan kasih sayangnya telah memicu dan
memacu penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang,.

8. Ibu Direktur Minarsih, sebagai pemilik dari distributor gas elpijt PT. EKA
CIPTA SARI Semarang.

9. Teman-teman kosku, dan teman-teman Kelas B angkatan 2001 Magister
Kenotariatan UNDIP terima kasihi telah bersama, bercarida selatria 2 taﬁuh
ini, Vika ‘UGM’ terima kasih teldn meminjamkan Buku, Diha’ Sadh_af-‘Yi(’
terimakasih télah membantu terjeliahan.

Penulis menyadari bahwa hahya Tuhan-lah yang Maha sempurn dbds
segala sesuatu, oleh karena itu kritlk dan sardn yahg membangun dari ﬂara
pembaca sangat penulis harapkan guna menyusun dan mengembaﬁgi(an

penulisan tesis ini.

Semarang,

Penulis




ABSTRAK

Pelaksandan perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji antara konsumen dan
dealer gas di kota Semarang, suatu penelitian deskriptif analitis, dengan metode
pendekatan yuridis empiris tentang proses pelaksanaan perjanjian jual beli, bentuk
wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji dan kaitannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi penelitian ini adalah di kota Semarang, karena merupakan langkah
efisiensi dalam penulisan, serta di kota Semarang banyak yang menggunakan kompor gas
dan banyak dealer-dealer gas.

Kompor gas merupakan salah satu wujud modernisasi dar alat rumah tangga,
Selain pemakaiannya praktis juga memasak dengan kompor gas lebih cepat dan tidak
menimbulkan polusi udara. :

. ~ Sebagai pelengkap dari kompor gas tersebut adalah adanya tabung gas. Maka
untuk keperluan tabung gas ini, diperlukan distributor yang menjual tabung gas. Sehingga
menimbulkan hubungan jual beli antara konsumen dan distributor. : )

Proses jual beli bahan bakar gas ini dilakukan secara lisan. Perjanjian secara
lisan ini tidak menguntungkan sebab bila salah satu pihak wariprestasi akan sulit untuk
pembuktiannya. Namun pada dasarnya perjanjian secara lisan ini juga menggunakan
sistem perjanjian baku. Sistem perjanjian baku ini tercantum ddlam nota pémbelian.
Namun demikian klausula tersebut tidak boleh melanggar ketentudn dalam Pasal 8 UU
No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. .

roses perjanjian jual -beli bahan bakar gas el 3iji berdasarka'n asas
konsensualistiie yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, Sdat terjadi
kesepakatan tergantung dari pembeli yang menyatakan niatnya. Niaf pembe.i dilakukan
dengan berbagai cara yaitu melalui telepon, datang lahgsung ke distt butor, dan
menutiggli Udtahgriya mobil keliling. Dalam wanprestdsi ying dildkukan petijhal
penyelesélifinga yang diberikan tidak memuaskan, sebab peHjual lebili séting ﬁl&ak
menangiiipi séédtd positif pernyataan dari pembeli. Sehlipgd hat ini Hilk Hapat
memenuhi hal-Hal yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 8 tahur 1999 tefitang
Perlindungan konsumen khususnya ayat 1 butir b dan c.




ABSTRACTION

Execution of purchasing and selling agreement fuel of gas elpiji fuel
between consumer and dealer gas in municipality Semarang, an analytical descriptive
research, with the empirical yuridis approach method about the process of purchasing and
selling agreement, the wanprestasi form in purchasing and selling agreement of gas elpiii
fuel, its bearing with the law and regulation.

The Research location was in Semarang, because it was the efficiency step
in writing, and also in Semarang therer are a lots of uses of the gas stone and a lots of gas
dealers.

Gas stone represents one of the existing modemization of utensils and
furniture. Not only because it is prastical to be used but also because it is faster to cook
with the gas stone and do not cause air pollution.

As the complement of the gas stone is the existence of gasometer. Hence
for this gasometer needs, a distributor who is selling gasometer is needed. So that it
generates the sales relation between consumer and distributor.

The Process of these gas fuel sales is conducted verbally. This verbally
agreement does not give any because, if there just one party the wanprestasi side of
verification will be difficult to be provide its. But basically verbally agreement also uses
the permanent agreement system. The permanent Agreerient system presented in
purchasitig note. But that clausal may not impinge the in Section 8 UU No. 8 year of 1999
provisioh about consumen protection.

The Process the purchasing and selling agreement of gas elpiji fuel based
on the ground consensualisine that is based on the agreement between seller and Bhyer.
The agreement will happen depends on the buyers intetition. Buyer intention dohe in
various ways, Such as telephone, face to face with the distributor and waiting fb the
rounding car. If the sefler do the wanprestasi, the solutiont will not be satisfying, betéilse
the seller is seldoffl give the positive respond from the buyer’s statment. So this Hatter
can not fulfill the things presented on section 8 UU No. 8 year of 1999 about constithen
protection, especially artical 1 item b and c.




PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : ANESTA CHRISANTISH

NIM : B4B001101

Program Studi : Mdgister Kenotariatan UNDIP Semarang

Alamat : J1. Wonodri Sendang 5 no.2 Semarang

Menyatakan bahwa ~l<arya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual
Beiii Bahan Bakdr Gab Elpiji antara Konsuthen dan Dealer Gas PT EKA
CH’TA SARI di Kota 8emarang” merupakan karya asli saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Semardng, 20 Februari 2004

Anesta Chrisanti, SH




DAFTAR ISK

LEMBAR PENGUJIAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK

ABSTRAK BAHASA INGGRIS
LEMBAR PERNYATAAN

DAFTAR 181

BAB L. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

B. PERUMUSAN MASALAH

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB H. TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN MENGENAT PERJANJIAN
1. Pengertian Perjanjian
2. Macam-macam Perjanjian
3. Asas-asas Perjanjian

4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

10
10
10
14
16

17




B. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN JUAL BEL!
| 1 1. Penge}{ian Jual beli

2. Syarat-syarat Perjanjian Jual Bel:

3. Terjaéiﬁya Jual beli

4. Risiko dalam Jual beli

5. Hak dat Kewajiban Penjual

6. Hak dii Kewajiban Pembeli

C. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU
1. Pengertlan Perjanjian Baku
2. Citi-citi Perjanjian Baku
3. Jenis-jents Perjanjian Baku
4. Berlakunya Perjanjian detiggaht Syarat*sﬂzéra{t Baku

5. Tanggung jawab dan Syarat Eksonerasi

‘ D. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

l. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Batasan
Konsumen

2. Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan

konsumen

21
21
22
23
23
28

29

30
30
33
33
35

36

37

37

39




BAB I1l. METODE PENELITIAN
A. METODE PENDEKATAN
B. SPESIFIKASI PENELITIAN
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
D. METODE PENGUMPULAN DATA

E. METODE ANALISA DATA

Bab Iv. HAsi PENEiITIAN DAN PEMﬁAHAS;LN
A. PROSES TERJADINYA JUAL BELI
1. Saat Teqadl Jual beli
2. Waktii Tempat dan Card Pényéi‘a"laﬁ Bafdng
B. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
PENJUAL DAN PENYELESAIANNYA
C. ASPEK YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI
BAHAN BAKAR GAS ELPIJ1 ANTARA
KONSUMEN DAN DISTRIBUTOR
1. Kaitan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar
Gas Elpiji dengan ketentuan Pasal 8
UU no. 8 Tahun 1999 |
2. Hubungan hukum antara konsumen dengan

distributor gas elpiji

42
43
45

45
46
47
49
44
49

50

51

58

58

62

e g e




BAB V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

65

65

69




Vs e W

DAFTAR TABEL

. Tabel 1; Masa Penggunaan Bahan Bakar Gas Elpiji 52
Tabel 2; Responden yang Gasnya Lebih Cepat Habis 53

Tabel 3; Tindhkan Responden Kc‘tiLa Gasnya Lebih Cepat Habis 53
T#bel 4; Responden yang terlambat menérima gas pesanan 54
Tabel 5; Tin'tiiakan responden dng terlatbat menerima gas pesatant 55
Tabl 6; ﬁeébt)nden yang rﬁeﬁeﬂﬂii stegel tifsak 56

Tabel 7; }‘ ifitlakan respondéH yﬂHg letliha selél rusak 57




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara

berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan -

perkembangan global. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan hal tersebut tertuang dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR No. I[IV/MPR/1999
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Garis-Garis
Besar Haluan Negara itu memberikan arah kebijakan pembangunan
nasional di berbagai bidang untuk lima tahun mendatang guna
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan di bidang hukum adalah untuk mengembangkan
budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran
dan kepatuhan hukum dalam kera;xgka supremasi hukum dan tegaknya
Negara hukum dan untuk mengembangkan peraturan-peraturan yang
mendukung kegiatan pereckonomian dalam menghadapi era perdagangan
bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Sedangkan arah kebijakan di bidang sumber daya alam dan

lingkungan hidup adalah untuk mengelola sumber daya alam dan
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memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi serta mendayagunakan
sumber daya‘ alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya
masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur
dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mewujudkan tujuanh tersebut, pemetititah
lempunyai landasan yang kuat, sebagai lafidasan idiil adaidh Paticasila
dan sebagai landasan konstitusional adalah Uhdang-Undang Dastf 1945.

Landasan dan pelaksanaat Fiembaﬂghndh Hasional bertiijuan agar
terciptanya peningkatan tardf hidup dan kesejatietaan yand adil dan
merata, maka diusahakan penifgkdtan ekononi thelalui petingkatan
produksi.

Di Indonesia setiap manusid mempunyai hak asasi yafg
setidaknya harus dipenuhi guna kelangsungan hidup mereka. Salah
satunya untuk memenuhi kelangsungan hidup rﬁercka maka semua
kebutuhan hidup juga harus dicukupi. Dalam hal ini kebutuhan manusia
terbagi menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan
primer yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, selayaknya lah
setiap manusia harus mencukupinya untuk menghindari hal-hal yang dapat

mengancam kelangsungan hidup.




Usaha mdnusia dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan
derajat hidupnya dilakukan dengan berbagai cara. Pemenﬁhan kebutuhan
materiil dapat berwujud jika ia bekerja dan berusaha yang hasilnya sesuai
dengan tingkat kebutuhan dan kondisi perkembangan ekonomi dimana ia
bertempat ﬁnggal. Sedangkan pemenuhan kebutuhan immateriil dapat
terpenuhi jika jiwanya menemukan rasa kepuasan akan apa yang ia
dambakan dan id cita-citakan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dipastikan
manusia meinerlukan sarana yang dapat menunjang kehidupannya. Ape{igi
dalam pembangutian yang semakin pesat itti dituntut sikap meﬁtai utituk
Berkompetisi dalath berbagai bidang kehidﬁban. Kompetisi daldin bidang
ekonothi tefah mendorong perubahati sikdp hidup masyarakat yang
tradisional Hengari bentuk kemdSydrdkatar gotonp rdyoﬁg, berubah
mehjadi sikap individualis dan Hedonisme serta titibul sikap hidup
modernisasi.

Sikap hidup modern dilenggkapi dengan berbagai sarana dengdti
tujuan untuk mempermudah segala jurusan. Salah satu yang memasuki
sikap modern yaitu kebutuhan alat rumah tangga. Peralatan run ah tangga
tidak lagi hanya sebagai pelengkap, namun telah berubah fungsi sebagai
alat menambabh ciri status sosial seseorang.

Salah satu modemisasi alat rumah tangga adalah alat dapur

diantaranya peralatan seperti kompor gas. Selain pemakaiannya praktis




juga memasak dengan kompor gas lebih cepat dan tidak menimbulkan
polusi udara.

Kompor gas sebagai salah satu perlengkapan rumah tangga yang
pada saat ini semakin banyak diminati sebenarnya termasuk dalam
l{.ebutuhan sekunder. Untuk pemakaian komf)or gas diperlukan bahan
bakar gas yang dapat dibeli di berbagai distributor.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang terletak di
Pulau Jawa. Hampir seluruh masyarakat di kota Semarang menggurigkan
Yahan bakdr gas elpiji. Sehingga menintbulkan persaingaﬁ ddlarh
penjudlan gas elpiji oleh distriBlittt-distribiitdr pas elpiji. sdiah satu
distribittor gas elpiji yang melayarli kbnsumen di wilayah kota Semarang
adalah PT. EKA CIPTA SARIL Disttibutor gas elbiji PT. EKA CIPTA
SARI melayani konsumen dengah Berbagai cara, arﬁara ld'n melalui
telepon atau mélalui penjualan kéliling yang dibhgi menjadi beberapa
daerah kecamatdi.

Salah satu aktiv._itas sosial masyarakat kota Semarang yang tidak
bisa dipisahkan dari dunia modern adalah hubungan jual beli. Salah
satunya jual beli bahan bakar gas elpiji. Untuk keperiuan bahan bakar gas,
gas yang dijualbelikan dimuat dalam tabung besi. Tabung bei tersebut
pada waktu masih kosong beratnya berbeda-beda, tergantung dari besar
kecilnya tabung dan tebal tipisnya besi yang dipakai. Dalam masyarakat
yang sudah teratur dan keadaan ekonomi dalam masyarakat sudah stabil

serta barang dagangan berlimpah, maka para pedagang dan para pembeli

g s [ e 2




akan banyak mempergunakan kesempatan itu untuk mengadakan jual beli.
Namun karena tabung gas tidak tembus pandang dan pada saat jual beli
penimbangan tidak diadakan penimbangan maka ada kemungkinan gas
yang ada dalam tabung tidak sesuai dengan isi semestinya.

Dalam praktek di masyarakat sudah lama dikenal perjanjian jual
beli terutama dengan barter dan secara angsuran, lebih-lebih dikaiangan
rakyat kecil dimana harga dari barang yang dibeli dengan ang;uran pada
umumnya tidak begitu mahal serta perjanjian tersebut diadakar atas dasar
saling percaya dan biasanya dilakukan secara lisan.

Dalam perjanjian jual beli pihak peﬁj val rﬁengharapkzin sejumlah
vatig dari pembeli, sedangkat pembeli ingin mefidapatkan bardhg sebagai -
imbalan.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata daldm perjanjiail jual Beli
tidak berarti hak milik langsung berpindah kepadd pembeli, tetapi hak
milik berpin&ah setelah adanya pényerahan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1459, Pasal 612, Pasal 613, Pasal 616 KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat dengan landasan saling percaya ini sangat
tidak menguntungkan dibanding dengan bentuk tertulis, sebab bila secara
lisan apabila pembeli atau penjual wanprestasi akan mengalami kesulitan
dalam masalah pembuktiannya.

Pada umumnya perjanjian lisan yang dipakai juga menggunakkan
sistem  perjanjian standart atau perjanjian baku yang syaratnya telah

disusun sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian lisan biasanya




yang dipakai sebagai perjanjian standartnya adalah syarat yang tercantum
dalam nota pembelian. Syarat yang tercantum tersebut biasanya
merupakan syarat yang membebaskan tanggung jawab dari penjual.
Namun demikian klausula tersebut tetap dibatasi oleh suatu peraturan yaitu
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Korisumen yang
tercantum dalam BAB IV Pasal 8 ; dimana dalam pasal tersebut ada hal-
hat yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha.

Dalam praktek yang sering dilakukan oleh distributor gas PT.
EKA CIPTA SARI penjualan dilakukati detifian perjanjian isat, Jieh
sebab itu sering dda kelalaién yahg dilakukan oleh pihak-pihak, seperti
halnja dalam ﬂélaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji ini. Dimana
ternyata isinya tidak sesuai denpatt ukurar yahg semestinya. Sehingga
dalam hal ini pitlak konsumen dirugikah oleh perjual. Tetapi kadahg pihak
penjual berusald mengelak tangguty jawab tersebut jika ada pihak
konsumen yang thelaporkan. Hal ihi disebabkati petjanjian jual beli gas
elpiji ini dilakuka secara lisan.

Dari uraian di atas maka dalam kesempatan ini peneliti ingin
mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji yang dilakukan
distributor gas PT. EKA CIPTA SARI! di Semarang serta upaya yang

dilakukan perusahaan pada waktu wanprestasi.




B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dikemukakan
beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar pas
elpiji PT. EKA CIPTA SARI?

2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan perusahaan ketika terjadi
wanprestasi pada perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji pada
PT. EKA CIPTA SARI?

3. Apakah pelaksanaan perjanjian jual beli Bahan bakar gas elpiji
sesuai dehgan Undatig-undang No. 8 tatiun 1999 khisuisnya Pasal

8?

C. Tujuan dan Keglinaan Peneélitiani

1. Tujuan Pehelitian

a. untuk mengetdhdi proses pelaksanhaah perjinjian jual beli
| bahan bakar gas elpijl padd PT. EKA CIPTA SARL
b. Untuk mengetahui Upaya penyelesaian yang dilakukan PT
EKA CIPTA 'SARI pada saat terjadi wanprestasi yang
dilakukan oleh perusahaan.
¢. Untuk mengetahui perjanjian jual beli bahan bakar gas
elptji PT. EKA CIPTA SARI sesuai dengan peraturan

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 khususnya Pasal 8.




2. Kegunaan Penelitian
a. Praktis
e Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha
dalam memahami peraturan undang-undangan
tentang perlindungan konsumen dan perusahaan.
b. Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis befupa
sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya
yang berkaitan dengan pembaharian hukum tentang

perlindungan konsumen.

D. Sistematikd Penulisan
Dalam penulisan tesis ini, sistematik® penulisan yang
dimaksudkan agar penulisan tesis ini menjadi terarah dan sistematis.
Adapun gambaran mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan
dalam sistematika berikut :
BAB I :PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan
judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian

yang ‘terdiri dari pengertian perjanjian, macam-macam




perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan syarat sah perjanjian,
serta menguraikan tentang pengertian perjanjian jual beli,
syafat-syarat jual beli, terjadinya jual beli, risiko dalam jual
beli, hak dan kewajiban penjual serta hak dan kewajiban
pélﬁbeli, dan pengertian tentang petjanjian baku serta uraian

tentag perlindungan konsumen.

BABIII : MEJrO’DE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, metode samplihg, teknik peﬁgﬁmbiiian

data dah metode aftalisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V

Bdb ini menguraikafi hasil pehelltian lapangan  dan
pémbAtiasan yang merphubungkan faktd dafi data yang
dipertileh dari hasil di lapahgan mengehai praktek perjanjian
jual beli bahan bakar gas elpiji oleh PT. EKA CIPTA SARI,
dari hasil penelitian tersebtit selanjutnya penulis melakukan

pembahasan dengan memadukan teori dan praktek.

: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari
permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam
bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat

berguna bagi pihak PT. EKA CIPTA SARIL
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN
1. i’engcrtian Perjahjian

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam
Kitab Undang-Undaﬁg Hukum Perdata Buku III dengan judul “Tetﬁang
Perikatan”.

Kata “Perikatan” (verbintenis) ini mempunyai drti yatig lebih luas
daripada perkataan “perjanjian” (overeenkomst), sebab petikdtan dapat
timbul karena :'

a. Perjanjian (konttak)
Misalnya adalah perjanjian Jdal beli, perjadjidi séwa menyewa,
perjanjian kredit, perjanjian perbutihan, perjanjiah pemberian kuasa.
b. Bukan dari Perjanjian (dari Undang-Undang)
Dalam perikatan ini seEeIumnya tidak ada persetujuan dan terjadi antara
lain karena :
1) Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) seHerti yang
dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2) Pengurusan kepentingan orang lain (zaakwarneming) atau perwakilan

! Kansil dan Christine Kansil, Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata),
Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal 209
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sukarela atau mewakili kepentingan orang lain tanpa diminta atau
disuruh oleh orang lain, seperti yang dimaksud oleh Pasal 1354 KUH
Perdata yang berbunyi :

“ Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah
untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa
sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan
dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikati urusan tersebut
sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjdkan
sendiri Urusan itu.”

Pengertian mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH
Pérdata yang betbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan midria satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sathi ordng atau lebih

lainnya.”

Menuhit para sarjana rumusan Pasal 1313 KUH Perdata
memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Abdilkadir Muhammad
menyatakan kelemahan-kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah
sebagai berikut 2
a. hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Kata
“mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak
dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan
diri”. Jadi ada konsensus antara pthak-pihak.

1

b.kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus

2 Abdulkasir Muhamrﬁad.Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.78
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pengertian “]jerbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung
konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

c. pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu Iias karené.
mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur
d;cllam Japdngan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud addlah
hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan
saja. Perjarfjian yang dikehendaki oleh Buku 11 KUH ' Perdata |
sebenatnya Hdnyalah perjarjian yang bersifat kebendaan, bukan
perjanjian yatig bersifat personal.

d. tanpa men.yeBut tujuan mengadakan perjanjiafl, sehingga pihak-pihak
mengikéitkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berddsdrkan  kelemahar-kelemahan  diatas,  Abdulkadir
Muhammad merlmuskan definisi petjanjian yaitu persetujuan antara dua
orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu
hal dalam lapangan harta kekayaan.*

Sedangkan beberapa pakar hukum memberikan definisi yang
berbeda-beda namun intinya tetap sama seperti yang tertulis dalam Pasal

1313 KUH Perdata, antara lain :

* Ibid, hal 79

o g e e
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1. Prof. R. Subekti
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.’

2. Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo, SH
Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.’

3. KR.M.T. Tirtodiningrat, SH
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
yang dipetkenankan oleh Undang-Undang.®

4. Prof. R. Wijono Prodjodikoro, SH
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum imengenai harta benda
kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak

menuntut pelaksanaan janji itn.”
5. Rutten j
Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari

persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang

* Sybekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal 1

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 96

6 Tirtodiningrat, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966,
hal .83

7 Wirjono Prodjodikoro, Pokok-pokok hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu,
Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 11
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ditujukan I;ntuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu
pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban
masing-masing pihak secara timbal balik.®

6. Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang
lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal. Dari pengertian ini timbullah suatu hubungan antara dua orang

tersebut yang dinamakan perikatan.’

2. Macam-macam Perjanjian
Berdasarkan perikatan yang muncul, perjanjian dapat dibedakan
menjadi ;"
a) Perjanjian Atas Beban dan Perjanjian Cuma-Cuma
1. Perjanjian atas Beban (onder bezwarenden)
Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap
prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra
prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi
yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.
2. Perjanjian Cuma-Cuma (om niel)
Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana

pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada

¥ Purwahid Patrik, Hukum Perdata I{Perikatan yang tahir dari Perjanjian), FI-UNDIP, Semarang,

1996 hal.49

? Prof Dr.Mariam Darus Badrulzaman,SH, Aneka Hukum Bisnis, hal. 6

10y Satrio, Hukum Perikatan,Perikatan vang Lahir dari Perjanjian(Buku I1).PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, hal.37

s e e e e e e B T T T R e S e
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pihak vang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
Contohnya adalah hibah (schenking).
b) Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik, dan Perjanjian Timbal Balik

Tak Sempurna

1. Perjanjian Sepihak
Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada
satu pihak saja, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja. Contohnya
adalah perjanjian penitillpan barang cuma-cuma.

2. Perjdnjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjidn yang menimbulkén kewajiban-
kewajiban kepada kedua Belah pikak, dan hak serta kéwajiban itu
mempuhyai huBtmgan satu dengan ldinnya. Contohnya adaldfh perjanjian
jual beli, perjahjian sewa menyetia, dan petjdhjiat tukar menukdr.

3. Perjanjian Timbal Balik tak seripiirfia
Perjanjian ini pdda dasamnya adalali perjanjian seplhak, karena kewajiban
pokoknya hanyd ada pada salah satu pihak saja, tetapi dalam hal-hal
tertentu, dapat timbul keWajiban-kewa_jiban pada pihak Iain: misalnya
perjanjian pemberian kuasa (fas/geving) tanpa upah.

¢) Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

1. Perjanjian Konsensuil
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat
antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian vang

bersangkutan




2. Perjanjian Riil
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Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang

menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya adalah perjanjian

utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang.

Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, mdka hanya

terdapat suatu perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo

voorovereenkomst)

3. Asas-asas Petjatijian

Dalam huku perjanjian dikénal ddanya dsas hukum yang berkaitan

detigan lahimya perjanjian. Berddsarkan Pasal 1338 KUH Pefdata, asas-asas

tersebut adalah :

L.

Ll

Asas konsesudlistié, attidya perjanjian itu selesai
karena persesuaianl kehetidak dtau konsensus semata-
mata,

Asas kekuatan menfikat dari perjanjian, artinya pihak-
pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1."138 KUH
Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagal Undang-
Undang bagi para pthak.

Asas kebebasan berkontrak, artinya orang bebas
membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas

menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat
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perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas
memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya
untuk perjanjian itu.

4. Asas itikad baik, artinya dalam pelaksanaannya
perjanjian itu harus berdasarkan keadilan dan kepatutan.

5. Asas Kepercayaan, artinya dalam mengadakan
perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan
kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama laiti
akan memenuhi prestasinya dikemiudian hari.

6. Asas Kebiasaan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal ydng didtur secara tegas tetapi
juga hal-hal yang dalam keadaah dan kebiasaan yang

ditkuti.

4. Syarat-syarat $alinya Perjanjian
Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang
ditegaskan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :
* Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu 'hal tertentu.

4, Suatu sebab yang halal”
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Syarat no.1 dan no.? disebut sebagai syatat subyektif, yaitu syarat
untuk subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat no.3 dan no.4
disebiit sebagai syarat obyektif, yaitu syarat untuk obyek hukum atau
bendanya.

Untuk jelasnya adalah sebagdi berikut
Syarat kesepakatan

Kesepatakan para pinak yang mengikatkan diri ini terjadi secara bebas

atau dengan kebebasan.
“Adanya kebebasén bersepakat (konsensual) para subyek hukum atau
orang, dapat terjadi dengan :
I. Secara tegas, baik dengan me'ngucap‘(an kata atau
tertulis.
2. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan
tyarat'’
Kebebasan ‘berSeﬁakat secara tegdd dengan tterigucapkan kata, seperti
yang terjadi antard penjual dengan Pethbeli, antara penyewa dengan yang
menyewakan rumdh, semua dengatl tdwar-menawdr yang diikuti dengan
kesepakatan. Hat ini dapat terjadi dengan bertemunya pihak-pihak kreditur

dan debitur, melalui telepon, ataupun dengan melalui perantara.

" Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 224
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Syarat Kecakapan (Cakap Hukum)

Seorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang, laki-faki atau
perempuan telah berumur 21 tahun, atau bagi seorang perempuan apabila
belum 21 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan.

Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat Kecakapan) ialah tidak
cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Bunyi Pasal 1330 KUH Perdata ialah :

Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele)

3. orang-oratig perempuatt dalam hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya sertiud orang kepada siapa
undang-inddng telah  tilelardng membuat persétujuati tertentu.

Dati Pasal 1330 KUH Perdata itu terdapat pengertian tidak cakap
huktm dalat 3 hal, yaitu :

a. Orang dibawah umur adalali orarg yahg bellth kawin dan belum
berumur 21 tdhun.

b. Orang yang dibawah pengambuan (curatule), yditu orang yang sudah
dewasa atau telah berumur diatas 21 tahun tetapi tidak mamyj u karena :

<+ Pemabuk
¢ Gila
¢+ Pemboros

c. Wanita yang belum mempunyai suami, bila sudah bersuami hilang

kecakapannya karena dia harus mendampingi suami.

Jadi, orang-orang disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatas

apabila melakukan perjanjian tanpa ijin dari yang mengawasinya maka




20

dikatakan perjanjian itu bercacad. Oleh karena itu perjanjian tersebut
dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung ataupun melalui

orang yang mengawasinya.

Hal Tertentii

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut obyek hukum
atau mengenai bendanya.

“ Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu
mengeridi obyeknya, apakah menyahgkut behda berujud, tidak bertijud,
benda bergerak atau benda tidak bergerak. “'?

Hal tertentu mengenai obyek Hukum benda itu oleh pihak-pihak
ditegaskari di dalam perjanjian miengena :

1. Jedis barang.

2. Kualitas dan mutu barang.

Buatan pabrik dan dari negdra mana

LS

4. Bldtar tahun berapa

5. Warna barang

6. - Ciri khusus barang tersebut
7. Jumlah barang

8. Uraian lebih lanjut mengenai barang tersebut

2 ibid. hal 22
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Sebab Yang Halal

“Dalam pengertian ini pada benda (obyek hukum) yang menjadi
pokok perjaniian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan
menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat”."
Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu :
1. Perjanjian harus mempunyai sebab
2: Sebabnya harus halal
Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para
pihak adalah lenyap pula daldth kenyatadn dan tidak Hapat
dilaksanakan, misalnya pihak-pihak menibudt perjanjian untuk
melaksdnakaf perjanjian yang teérdahulu, paddhal perjanjian yang
terdahulic sudah dibatalkan seHingga pdra pihak  bermaksud

melaksahdkah perjanjian yang sebétulnya sudah tidak ada.

B. TINJAUAN MENGENAT PERJANJIAN SUAL BEL
1. Pengertian Jual 84l
Menurut Pasal 1457 KUH Perddta, jual beli adalah suatu persetujuan,
dengan mana pihak yang satﬁ mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah

dijanjikan.

Y Loc.cit
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“Yang dijanjikan oleh yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau
memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang
dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.”

Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu spesies darl
genus perjanjian tukar menukar.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada 'nana salah
satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang
sah.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan suatu perjanjian jual beli maka
salah satu prestdsinyd harus betupa pethberian aldt peinbayaran yang sah. M

Jual beli meiiputi perbuatan dua pihak secara bertimbal balik, yaitu
pihak yang metijual disebut penjual dan pthak yang membeli disebut
pembeli. Jual b;li diawali oleh perbuatan pihak penjual lebih dulu, kemudian
baru perbuatan pihak pembeli.

Jual beli dalam bahasa Belanda disebut koop en verkoop, diawali oleh
perbuatan pembeli (koopt) lebih dahuly, kemudian baru perbuatan piak
penjuai (verkoopt). Di Inggris, jual beli dicakup dalam satu kata, yaitu suafe

artinya penjual dilihat dari perbuatan pihak penjual saja.’”

2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah :

" Hartono Soerjopratiknjo,Aneka Perjanjian_tual beli, FH-UGM, PT. Mustika Wikasa,
Yogyakarta,1994,hal. 1

1* Atdulkadir Muhammad, Perianjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 29.

e s s e e e B o R I



23

a. Harus antara mata uang dan barang
b. Barang yang dijual adalah milik sendir

c. Jual beli itu bukan antara suami istri yang masih dalam perkawinan

3. Terjadinya Jual Beli
Terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUH Perdata adalah :

1. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang,
walaupun bardng tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum
dibayar, perjanjidh jual beli ini dianggdp sudah jadi.

2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk
sementara. Sejak ciisetujuinya perjanjidn jual beli secara demikian, penjual
terus terikat, sedangkan pembeli Batu terikat kalau jangka waktu
percobaan itu telal lewat dan dinyatakan setuju.

3. Sejak diterima tiang muka dalam pembelian deripati perhbayaran uang
muka, kedua belah pihak tak dapat thembatalkan perjanjian jual beli itu,
meskipun pembeli- membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau

penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

4. Risiko dalam Jual Beli
Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata, risiko dalam jual beli adalah :
1. Kalau baraﬁg yang dibeli itu terdiri dari barang-barang tertentu, maka
sejak pembelian itu terjadi, barang yang telah dibeli itu menjadi

tanggungan pembeli, walaupun barang tersebut belum diserahkan.
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Dalam hal ini penjual mempunyai hak untuk meminta harga
pembeliangya. :

2. Kalau barang yang dijual itu merupakan barang yang dapat diukur
dengan berat, jumlah, maka sebelum barang tersebut ditimbang, dihitung
atau diukur, barang tersebut masih tetap menjadi tanggungan penjual.

3. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu
adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dimtung
atau diukur.

4. Harga dari barang yang dijual itu harus ditentukan oleh kedua belah
pihak atau oleh orang ketiga, tetépi kalau orarg ketiga ifli tidak mau
metetapkanriya, maka tidaklah terjadi suatu jual beli.

5. Seriua biaya dari akta permbelian dan petijualan serta ongkos-ongkos
lainnya, hatus dibayar oleh pembeli, kecuali kalau dalam petfanjian itu
ditetapkan sebaliknya.

Untuk menghindarkan atau metgutangi resiko-resiko tersebut diatas

pada waktu sekarang, maka ada macam-tiacam jual Yeli sebagai berikut : 16

1. Jual beli dengan percobaan (koop op proef), yaitu jual beli

yang berlakunya masih ditangguhkan pada hasil-hasil

percobaan dalam satu masa. Jika si pembeli menyetujui,'

maka jadilah perikatan itu, jika tidak maka perikatan itu tidak

berlaku.

16 Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 237
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2. Jual beli dengan contoh (koop op monster), yaitu jual beli
yang disertai contoh-contoh jenis barang yang ditawarkan.
Contoh-contoh ini maksudnya untuk disamakan dengan

" barang-barang yang akan diterimanya nanti. Jika barang-
barang yang diterima pembeli tidak sama jenisnya dengan
contoh, maka ia dapat menuntut pembatalan jual beli
tersebut.

3. Beli sewa (huurkoop), adalah perjanjian jual beli ditnand si
bembeli menjadi pemilik mutlak dati barang yang dibelinya
itu, pada saat pencicilan terakhir telah dibayar, sedangké.n
selama barang itu belum lunas dibayar, kedudukan si pelﬁbeii
sama dengan scorang periyewa. Jika si pembeli sewa tidak
mau membayar sewanya, perikatan dapat diputuskdn.

4.

Wanprestasi dalam perjanjiarl jual beli dapdt berupa empat macam,
yaitu ; v
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannva,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidaksebagaimana
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
4, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

7 prof. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, hal.45

|t o
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Hukuman bagi debitur yang lalai ada empat acam, vaitu ; '*

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
Dalam soal penuntutan ganti rugi ini oleh Undang-Undang diberi
batasan. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa,
masih dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenangan si
kreditur. Dari batasan tersebut dapat dilihat bahwa ganti rugi hanya
meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat
langsutig dari wanprestasi. Pasal-pasal tersebut, yaitu :
Pas#l 1247 KUH Perdata ;
Si Henii;tang hanya diwajibkan mengganti biaya rupi dan bunga
yang nyata telah atdli Sedianya harus dapat didlliga sewaktu
perjinjian dilahirkan, kectili jika hal tidak dipenuHiltya perjanjian
itu disebabkan karena sesuatail tipu daya yang dilakukan olehnya.
Pasal 1248 KUH Perdata -
Bahkhn jika hal tidak dipefiiihinya perjanjian itu diseba_ﬁkéb karena
tipu daya si berutang, penffantian biaya, rugi dan buﬁéﬁ,‘ sekedar
mengenai  kerugian yang diderita oleh si berpilithing  dan

keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atd$ dpa yang
merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjidh.

2, Pembatalan perjanjian

Bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari
pihak yang Jain, baik uang maupun barang, maka itu harus

dikembalikan.

'® ibid
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Masalah pembatalah perjanjian karena kelalaian atau s vanprestasi
pihak debitur ini, dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1266. Bunyi
dari Pasal 1266 KUH Perdata adalah :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang timbal baik, manakala salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimntakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengcnéi
tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam persetujuan

Jika Syarét batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah
léluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat,
memberikan suatu jangka waktu untuk masihnya memenuhi
kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh namun lebth dari satu
budan. .
3. Peralihah risiko
Mentirut Pasal 1460 KUH Perdata maka resiko dalar jual beli
Baraﬁg tertentu dipikulkdh kepada si pembeli, itieskipun barang
belum diserahkan. Kaldl § Penjual itu tetldmbat menyerahkan
Batangnya, maka kelalaiah iMi diancam dengat mengalihkdn resiko
dari pembeli kepada si penjual.
Namun Pasal 1460 KUH Perdata ini hanya dipakai jika terjadi suatu
keadaan memaksa yang mutlak, dalam arti barang telah dibeli itu
musnah sebelum di /ever.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan

hakim
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5. Hak dan Kewajiban Penjual

a. Hak — hak penjual antara lain

1.

2.

Meminta pembayaran harga barangnya.

Meminta kembali barangnya yang telah diserahkan tetapi belum
dibayar harganya. Hak ini disebut juga hak ;eklame.

Menyatakan bahwa penjual itu batal demi hukum, apabila pembeli
tidak riengambil barang yang telah dibelinya dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan.

b. Kewdjiban penjuial adalah

1.

Menyerdhkan hak milik atds barahg yang diperjual belikah. * Yang
harus disérdhkan oleh penjidl kepada pembeli adalah hak milik atas
barangny4, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang
harus dilakiikan adalah “petiyétdHan™ atau “levering” secara yuridis,
«l9

bukanny& fienyerahan feitelijke.

Dalam Pasal 1475 KUH Perdata fiertyerahan memang ada 2 macam,

yaitu :

a. Penyerahan menurut perjanjian (feitelijke levering), misalkan

pembelian sebuah rumah; maka penjual rumah tersebut harus

menyerahkan kunci-kunci dan sebagainya.

1% Subekti, op.cit, hal. 79
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b. Penyerahan menurut Undang-Undang (juridische levering),

2.

misalnya pemindahan hak dengan memasukkannya ke dalam daftar
umum di kantor balik nama.
Menanggung kenikmatan tentram  atas barang tersébut dan
menangggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.
Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan

konsekuénsi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada

pembeli. Realisasinya berupa kewajiban untuk mengganti kerugian

jika sdthpai terjadi si pernbeli, katefta suatu gugatan dafi piﬁak
ketiga, dengan putuéan hakim dittitkum untuk renyerahkan barang
ydhg teldh dibelinya kepadzi biﬁak ke{ig’a tersebut. |

“ Terhadap cacad-cacad yang térsdtibunyi, petijiial diwajibkal untuk
menanpfunpnya, meskipuh id séfdifl tidak mengetahui tentang
adanya ctacad-cacad itu, kecuali jika ia ddlam hal yang demikian,
telah meéminta diperjanjikan baliwa ia tidak diwajibkan metianggung

(19 )
sesuatu apapun “ ¥

6. Hak dan Kewajiban Pembeli

a. Hak — hak pembeli antara lain :

1.

2.

Mendapatkan jaminan kenikmatan tentram dari penjual terhadap
cacad-cacad yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

Menunda pembayaran harga barang.

20 tbid, hal. 85




30

b. Kewajiban pembeli, terdapat dalam Pasal 1513, 1514, 1515 KUH Perdata.
Tetapi sebenarnya kewajiban pembeli hanya satu yaitu yang diatur dalam
Pasdl 1513 KUH Perdata , yang menyebutkan bahwa kewajiban utama si
pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat
sebagaimana di{e{apkan menurut persetujuan. Sedangkan Pasal 1514 dan

1515 KUH Perdata hanya merupakan perincian dari kewajiban

pembayaran itu.

c. FINAUAN MERGENAT PERIANJIAN BAKU
1. Pen&ef’tihn PH:‘jJi'jlhdn Baku
Pada dewasa il kecenderungan thakin n‘iemperlihatkan bahwa Héﬁyélk
perjanjian di dalatht iransaksi bisnis, yahg terjadi bukan melalhi Proses

negosiasi yang seimﬂéhg diantara pihak, akan tetapi perjanjian itu dibudt bleh

salah satu pihék déttgan cara menyiap'kfiﬂ syarat-syarat baku pada suatu
formulir perjanjiati yang sudah dicetak kémudian disodorkan kepada pihak
lain yang sudah disettijui, dengan hampir tidak memberikan kebebasar sama
sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat - syarat yang
disodorkan itu. Perjanjian yang demikian inilah yang dinamakan perjanjian
baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adﬁlah perjanjian yang hampir seluruh kiausul —
klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya ( dalam transaksi perbankan

adalah bank yang bersangkutan ) dan pihak lain { dalam transaksi perbankan
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adalah nasabah dari bank tersebut ) pada dasamya tidak mempunyai peluang
untuk merundingkan atau meminta perul:;a.han.21

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris
disebut standart contract, standart agreement. Kata baku atau standar artinya
tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku
artinya perjanjian yang menjadi tolok ukurlyang dipakai sebagai patokan atau
pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan
penguasa.”

Hordins memberi definisi perjanjian baku adalah konsep janji-janji
tertulls, disusun tatipa membicarakan isihyd dan lazimnya dithangkan ke
dalam sejumilah tak terbatas perjanjian yatg sifatnya tertentu.

Perjanjian baku mienurut Mariam Dérus Badrulzaman adalah perjanjian
yang isinya dibakukan dan dituangkah ke dafam bentuk formulir.

Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya memputiyai artl yang
sama. Perjanjian baku dapat Airumu'skan dalam pengertian bahwa perjanjian
baku merupakan perjanjian yang isinya dibakhkan dan dituangan dalam
bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetap
hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula

yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.**

2 prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan vang Seimbang
Bagi Para Pihak dalam Perjaniian Kredit Bank Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993,

hal . 3

22 Abdulkadir Muhammad. op.cit, hal. 6

23 Marjam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasionat dan Permasalahannya, Alumni,
Jakarta, 1981, hal, 58

* 1bid
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Perjanjian baku yang dibuat dalam jumlah banyak diberlakukan secara
sama terhadap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam
keadaan kreditur telah menentukan isi dan bentuk perjanjian pada saat
pembuatannya, maka dapat dikatakan debitur tidak mempunyai kedudukan
seimbang dengan kreditur. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka
mungkin debitur bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali
kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi tidak ada sama sekali.”®

Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Pitlo
mengemukakan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya
kesenjangan sosial ekonomi. Perusahdan yang besar, perusahaan pemerintail,
mengadakan kerjasama dengan debitut, dan untuk kepentingannya mereka
menentukan syarat sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai
kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya,
hanya menerima yarg disodorkan itu.*®

Dengan demikian dapat diketahui bahwa petjanjian baku yang dirancang
secara sepihak oleh ﬁengusaha akan menglintungkan petigusaha berupa : 7

a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga

b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa
formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.

c. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau
menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.

d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.

23 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal. 60
% Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal. 61
27 Abduikadir Muhammad, op.cit, hal. 8
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2. Ciri-ciri Perjanjian Baku
Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri
perjanjian baku mengikutf dan menyesuaikan dengan perkembangan
tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ek momi dan
kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha,
bukan ; dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat
perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjami'n, karena
konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh
pengusaha.28
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjartjian baku mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :
1. Isinya ditetapkan sepihak oleh piak yang posisinya lebili kuat
2. Masyatakat, dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut
bersama-sama menentukan is{ perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhan, debittir terpaksa menerima petjanjian
itu

4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif?

3. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang terdapat dimasyarakat dibedakan dalam beberapa

. . . 3
jenis, antara lain :*

2 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal.6
¥ Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal.69

— it = L g b e e | e T
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1. Perjanjian Baku Sepihak
Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak
yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

2. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah
Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku
yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatin hukum
tertentu. Corttoh akta jual beli model 1156727 yang diatur dengan Surat
Keputusan Mendagri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/DJA/1977.

3. Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan Notaris dan Advokat
Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak
semula sudah disiapkan untuk mernenuhi permintaah anggota rhasyarakat
yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk bt‘:rjdﬂ_iian dengan syatat-syarat baku umumnya terdiri atas A
a. Dalam bertuk dokumen
Ja memarg merupakan suatu perjarjian yarg konsepnya telah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu piliak. Biasanya memuat
persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian,
menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.
b. Dalam Bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian
Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam
Berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu

tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam diruang

j“ Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal.11
Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen{suatu pengantar), Diadit Media, Jakarta, 2002, hal,
95-96

o e = kT g s e e [
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penerimaan tamu atau dilapangan atau secarik kertas tertentu yang

termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

4. Berlakunya Perjanjian dengan Syarat-syarat Baku

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai
saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain derigan
cara 2

a. Memudtnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah
clipcrsiapkan terlebih dulu oleh salah sdtu pihak biasanya dikalangan
pengusaha, baik itu produsen, distributor thaupun pedagang eceran
produk Vahg bersangklitati Pokbknya disediakan oleh si genyedia
bardng atat jasa yang ditawérkén pada orang banyak (petrhatikan
kohtrak judl Beli, atau bell séwa kéndaraan bermotor, yetimahan,
alat-alat eléktronik).

b. Dengan mei‘nué.tnya dalam cdfik-carik kertds baik betupa tabel,
kuitansi, bbh, tanda terima batdhg atau lain-ldin bentuk penjualan
dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket dan
sebagainya.

c. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat
baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan

dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di

32 Ibid
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meja/ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang
disewakén.

Bia_san}‘fa kalimatnya berbunyi “uang, barang,perhiasan,jam tangan
dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung

jawab kami”.*

5. Tanggung Jawab dan Syarat Eksonerasi

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian.
Dalam rumusan tetsebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban
korsutmen dan yadg menjadi bebih pengusaha. Keadaan ini disusin
sedemikian rapi dalam syarat perjanjlah. Syarat yang berisi petribebasan
tangguhg jawab ini disebut klausula eksonerasi. Klausuld eksonérasi selalu
menguntungkah pergusaha.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam ﬁéi‘aksanaan
perjanjian dengan itikad baik. Eksoherdsi terhadap kerﬁgian yafg timbul
karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Tujuan
utama dari klausula eksonerasi adalah mencegah pihak konsumen merugikan
kepentingan pengusaha.34

Dengan kepintaran pengusaha, eksonerasi dibuat sedemikian rapi,
sehingga konsumen dalam waktu singkat kurang memahami isinya. Baru
disadari ketika terjadi peristiwa kerugian, dan berdasarkan klausula eksonerasi

kerugian tersebut menjadi beban konsumen.

3 ibid,hal 98
3 Abdulkadir Muhammad, op.cit hal 18-22
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D. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Batasan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda).

Secara harfiah arti kata consumer itu adalah lawan dari produsen yaitu
setiap orang yang menggunakan barang.® Tujuan penggunaan barang a;tau
jasa itu nanti menentukan termasuk kohsumen kelompok mana pengguna
tersebut.

Délam UU Barang, Undang-Uhciang No. 10/1961 jo Undang-Undang
No. 1/1961, yahg dimaksud konsumen adalah rakyat pemakai, pengguna dan
atau pemanfaat barang/jasa.

Dalam UU KeseHatan, Undang-Uriddng No. 23/1992, yang ditfiaksud
konsumen adafah pethakai, pengguna barang dan atau pemanfadt jasa
kesehatan. |

Dalam KUH Perdata, istilah konsuttien sama artinya dengah istilah
pembeli yang terdapat dalam Pasal 1460, Pasal 1513 jo Pasal 1457, istilah
penyewa yang terdapat dalam Pasal 1550 jo Pasal 1548, istilah penerima hibah
yang terdapat dalam Pasal 1670 jo Pasal 1666, istilah peminjam nakai yang
terdapat dalam Pasal 1743 jo Pasal 1740, istilah peminjam yarg terdapat
dalam Pasal 1744 KUH Perdata, sedangkan untuk istilah tertanggung( Pasal
246 ) dan penumpang( Pasal 393 dan Pasal 394 jo Pasal 341 ) tercantum

dalam KUHD.

HAS, Hornby dalam Az Nasution,op.cit, hal. 3

e e g e g BT




38

Perundang-undangan Australia merumuskan konsumen yaitu setiap
orang yang mendapatkan barang atau jasa. tertentu dengan harga maksimum
A.$ 15.000 atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut
umumnya adalah digunakan untuk keperlua‘n pribadi, keluarga atau rumah
tangga.

Perundang-undangan Belanda merumuskan konsumen yaitu pembeli
orang alami yang tidak ( bertindak ) dalam rangka pelaksanaan profesi atau
usaha.

Unddng-Undang  perlindingaft  konsumen India therimuskdn
konsurnen vaitil setiap pembeli barahg atau jasa yang disepakd{i, termastik
harga dan syarat-syarat pembayararinya, atau setiap pengguna selain pembeli
itu, dan tidak untiik dijual kembali atat laifi-lain keperluan komersial.*®

Berddsdtkan hal — hal diatas, beberapa batasan konsurtien sebagai
berikut :

a. Konsumen adalah setiap ordng yang mendapatkan baranig atau jasa
diguhakan untuk tujuan tettentu,

b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk
diperdagangkan ( tujuan komersial ).

¢. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendanatkan dan

menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi

* Az Nasution,op.cit, hal 4 -12

et e s - L . . B L e et e S T e
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kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan
tidak untuk diperdagangkan kembali ( non komersial )3
Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu
setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang ia-in, maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1] Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjarr.in adanya

kepastian hukuth tinfuk memberi periindungan kepadd konsumen.

2. Pihak-pihak yahg Berhak Mengajlli(iiﬂ Gugatan Konsumen

Kohsumen pada umumnya tidak méﬁgetahui tentanig proses pertibuatan
produk barardg dan jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang pendanaan
produk, maupun kebijakan distribusi produk tersebut. Kdrena itu sahgat berat
bagi konsumen urtuk membuktikan sesudtu kesalahdn dtaupun cacad produk
yang dilakukan oleh produsen atau distriButornya. Merupgakan hal yang wajar
jika pelaku dibebani pembuktian sesuatu produk yang menimbulkan kerugian
harta benda, cacad tubuh, atau bahkan kematian konsumen. 8

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

37 Ibid hal. 13
% 1bid hal. 244
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hal yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang

dan atau jasa yang :

a.

Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah
dalam hifbngan sebagaimaia dinyatakan dalam label atau etiket
barang tersebut.

Tidak sesuai dengan ukurar, takétan, timbaﬂgaﬂ, dan jumldh dalam
Hiturigah thehurut ukuran yang sebieramys.

Tidak sestiai dengan kondisl, jaihah, keistimewaan atau kejujuran
sebagaitand dinyatakan dalaim labiel, etiket dtau keterangan barang
dan atau jasa tersebut.

Tidak sesuai dengan mutl, tingkatard, komposisi, proses
pengeldiaan, gaya, mode atal penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa
tersebut.

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa
tersebut.

Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penggunaan atau

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.




h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat / isi netto, komposisi, aturan
pakai, dan tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat
pelaku usaha, usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang
menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.

J- l' Tidak meticantumkan inforritasi dait atati petunjuk penggunaan
barang ddlam bahasa Indotiesia sesuai dengan petatufati
Pe’rundaﬂg-ﬁhdangan yané bériaku.

2. Betaku usaha dildratig memperdagatigkan bdrang ydrg rusak, cacéd atau

bekas, dan tertetddr tanpa memberikah itformasi secara lengkap dari Beriar

atds Bardng dithaksud.

3. Pelaku usaha d[férang memperdagangkan sediaan fatthasi dan pangan

yang rusak, cacdd dtau bekas dan tercetidr secara lerig'i(ztb dan benar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetal'luan pada hakekatnya timbul karena adanya hasrat ingin
tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul. karena banyak hal-hal
atau aspek-aspek__lkehidupan yang masih gelap bagi umat manusia, dan manusia
ingin mengetahui segi kebenaran dari kegelapan tersebut. Setelah manusia
memperoleh pengetahudh tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan
disusul dengan kecenderungan serta keinginati untuk lebih mengetahuirliya lagi.
Hal ini terutama disebdbkan oleh apa yahg menjelma dihadapan manusia,
ditanggapi sebagai $esudtu yang statis dan dihamis sekaligus. Di dalam usaha
untuk mencari kebenaran tersebut, manusia dapat mene:ﬁpuh berbagali macam
cara.

Salah satu cara yaﬁg dapat digiihakan untuk rhencari kebenaran
tersebut adalah melalti kegiatan ilmiah. Kepiatan ilmiah ini pada umumnya
diwujudkan dalam suatu bentuk usaha yang disebut dengan penelitian ilmiah.

“Penelitian iimiah memiliki arti sebagai suatu metode yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan
dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang

ditimbulkan oleh fakta-fakta itu.”"

¥ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, hal. 2-3
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tulisan ini
agar dapat memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, maka digunakan metode
penelitian tertentu. Oleh karena itu penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran serta sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses
penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah

dikumpulkan dan diolah.*

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan terdiri dari :

A. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris,
maksudnya data yang diperoleh dengan i)érpedoman pada segi-segi yurdis,
juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebdpai alat
bantu. Empiris metupakan lawan rasionalisme. Menutut  dlitan  ini
pengetahuan harus diperoleh dari  péngalaman-pengalaman yang ada
dilapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakaturan dalam iimu
pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada kekuatan
berpikir dan mengabaikan alam pengalaman yang sebenarnya dapat

memberikan pengetahuan yang benar.*!

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu tinjauan singkat,
Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal |

! Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1994, hal.36
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Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang
meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan
mengadakan penelitian data primer di lapangan.*?

Maksudnya pendekatan hukum yang mempergunakan data primer,
yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Pendekatan yuridis disini berarti pendekatan hukum, dimulai dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian jual beli pada
urhumnya dan petjanjian jual beli gas elpiji pada khususnya, serta
melr-hperhatikani keadaan yang ada serla pengalaman yang terjadi dalam
pelaksanaan perjanjiah jual beli.

Penggunaan rhetode ini berpatigkal pada permasalahan mengenai hal
yang bersifat yuridis serta kenyatdan yang ada mengenai persoalan
pelaksanaan perjaﬂjiari jual beli gas elpiji di PT. EKA CIPTA SARIL

Aspek yuridlis yang dipakai dalath penelitian ini yaitu peraturan
perundang-undangdh yang berkaitan dengah pelaksanaan perjanjian jual beli
bahan bakar gas di PT. EKA CIPTA SARI, diantaranya yaitu :

1. KUH Perdata Buku 11l Bab LII, III tentang Perikatan serta Bab V tentang
jual beli.

2. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan aspek empiris dari penelitian ini adalah pelaksanaan

peraturan-peraturan  tersebut, khususnya yang berhubungai.  dengan

2 Soerjono Sockanto, Op.cit, hal.7
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pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas di PT. EKA CIPTA SARL
Metode ini dipakai karena permasalahan yang akan dibahas bersifat yuridis
dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan jual beli bahan

bakar gas tersebut.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN
Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang
ada pada masa sekarang, dimana pelaksanaan metode deskriptifnya tidak
terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi
meliputi analisa dan interpretasi tentang atti data tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk metnberikan gambaran tentang proses

pelaksanaan perjadjiant jual beli gas elpiji di PT. EKA CIPTA SARI,

bagaimana proses pfembayaran dan penyerahan barangiya serta bagaimana

tindakan perusahan terhadap suatu wanprestasi dalam praktek jual beli bahan

bakar gas elpiji tersebut.

'\ C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
| Populasi (universe) adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau
; seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti."* Sedangkan sampel

i merupakan bagian yang akan diteliti atau yang akan mewakili populasi.

* Ronny Hanitijo Soemitro, Mctodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indongsia,
Jakarta, 1994, hal. 44
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Polulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wilayah kota
Semarang, karena semata-mata merupakan langkah efisiensi dalam rangka
penulisan tesis ini, serta di kota ini banyak yang menggunakan kompor gas.
Populasi ini sangat luas dan besar, maka tidak seluruh populasi akan diteliti.
Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah PT. EKA CIPTA SARI
sebagat salah satu dealer bahan bakar gas di kota Semarang,

Penelitian ifii dilakukan hanya terhadap mereka yang terpilih sebagai
sampel. Dalam pengambilan sampel iﬁi, teknik yang dipergunakan adalah non
random purposive sampling yaitu pendrikan bertujhah, yaith penatikah sampel
yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertedtu yang telah ditentukan
terlebih dahulu betthsarkan obyek yatig dkari diteliti. Obyek yang dijadikan

sebagai sampling adsltih beberapa pihal-( yang bettindak sebagai pembeli.

b. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis,
yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang obyektif
maka akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati
dan dicatat untuk pertama kali.

Datam penelitian ini data primer dikumpuikan dengan cara, yaitu :




47

a.Observasi, yaitu studi vang disengaja dan sistematis tentang fenomena
sosial dengan jalan pengamatan dan pencatatan, atau dengan perkataan
lain inengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau

lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu

masalah terteritu.
| Wawancara dilakukan dengan para responden seperti tersebut dalam
penentuan sampel diatas. Wawantdra ini dilakukan dengan menggunakan
daftar pertanyaah. Dari penyidpan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat
memperlancar proses tanya jawab dan pengembalian data-déita dan
keterangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari litétdtur yang menguraikan

tentang teori-teoti, pendapat para sarjana, artikel dan sebagainya yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder ini akan
dijadikan sebagai J4ndasan pemikiran yang bersifit teortis, yang diperoleh

melalui studi kepustakaan.

E. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden

R M g g | e s 2
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secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari
sebagal sesuatu yang utuh.*

Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah analisa
kualitatif, yaitu setelah data yang terkumpul, diseleksi, kemudian disusun
secara teratur untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai
ketentuan atau peratiran maupun pendapat para ahli, Langkah-langkah analisa
tersebut adalah :

a. Editing
Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk
menjamin apakah sudah dapat dipertarggungjawabkan sesuai dengan
ke:nj;(at:etan.45

b. Interpretasi
Interpretasi adalah theninjau data-data dati bahar-bahan dalam konteks yang
lebih luas dan themberikan penafsitan terhadap gejala-gejala yang
tersembunyi dibalik data yéng tertulis sé¢fta dihubungkan dengan teori-teori

dan ketentuan-ketentuan yang ada.’®

Dengan digunakannya analisa data kualitatif apa yang diperoleh dari
responden baik tertulis maupun lisan, baik jawaban atau tanggapan, dianalisa
dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif yaitu

data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

* Soerjono Soekanto, op.cit, hal. 250
“* Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 64
% NMursalih dan Musanaf, Pedoman Membuat Skripsi, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal.18
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSES TERJADINYA JUAL BELIL
1. SAAT TERJADI JUAL BELI
Berdasarkan asas konsensualisme, maka saat terjadinya perjanjian jtal
beli gas elpiji adalah dilihat dari kapan terjadinya sepakat antara penj;.lal dan
pembeli. Saat terjadinya kesepakatan tersebut tergantung bilamana pembeli
menyatakan niatnya untuk membeli bahan baker gas elpiji, dan penjual
menyanggupinya.
Di kota Semarang terdapat beberapa dealer gas elpiji saldh satunya PT.
EKA CIPTA SARIL Pada jual beli bahdr bakar gas elpiji di Kota Semarang
dilakukan dengan beberapa cara oleh calon pembeli untuk menydtakdn niatnya
membeli bahan bakdr gds elpiji, antara lain :
I. Pesan lewat telepon,
Jika seorang konsumen bahan bakar gas memesan lewat telepon, maka antara
penjual dan pembeli telah terjadi perjanjian jual beli karena mereka telah ada
kesepakatan mengenai harga dan barang. Harga yang disepakati tentunya
meneurut harga umum yang mana biasanya telah diketahui oleh pembeli, dan
barang atau bahan bakar yang dikehendaki biasanya juga sudah menurut

kebiasaan kebutuhan konsumen yang bersangkutan.”

47 Wawancara dengan Ibu Manisa, Pimpinan PT. EKA CIPTA SARL, 6 Oktober 2003
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2. Datang langsung ke distributor.
Apabila konsumen datang langsung ke distributor, maka saat terjadinya jual
beli bilamana kohsumen tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk
merhbeli bahan bakar gas,t‘dan ia kemudian membayar harga bahan bakat gas
yang dimaksud.

3. Menunggu datangnya mobil keliling distributor yang membawa bahan bakar

| gas.

Apabila menunggu datangnya mobil keliiing, thaka saat terjadinya jual beli
setelah bembeli menyatakan kehen.dak dah thembayar Bargd BéLan i)e'ii(ar gas

elpiji.

2. WAKTU, TEMPAT BAN CARA PEN#L“AHAN

Waktu periyetahan bahan bakdr fas dari distriblist keﬁadﬁ pembeli
adalah tergantung baghimana mereka hiéhgadakan petjAtijidn. Jikd pembeli
tersebut datang ke témpat distributdt dan langsung untlik miénibeli maka
penyerahan dapat dilakukan saat itu jugd, seddngkan bila ia hanya memesan gas
maka penyerahan dapat dilakukan pada suatu waktu yang dikehendaki oleh si
pemesan tersebut. Begitu juga jika ia membeli gas dengan menunggu datangnya
mobil keliling distributor maka waktu penyerahan adalah setelah ia membayar
harga. atas gas yang dimaksudkan. Sedangkan jika ia memesan lewat telepon,
maka penyerahan atas gas adalah tergantung permintaan pembeli, apakah saat

itu juga atau lain waktu.
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Tempat penyeraban juga tergantung dimana perjanjian itu diadakan
seperti halnya waktu penyerahan. Tempat penyerahan gas untuk konsumen
lewat telepon dan kemudian diantar, adalah di tempat si pembeli, dan bagi
pembeli yang akan datang langsung ke distributor, maka penyerahan dilakukan
di tempat distr;butor.

Cara penyerahan bahan bakar gas elpiji adalah dengan penyerahan
nyata, yaitu barang ydng bersangkutan diberikan secara langsung dari distributor
kepada pembeli, yang dilakukan setelah si pembeli membayar harganya, setelah
penyerahan tersebut, pembeli mendapatkah kwitansi atas pembayatan dengan
menyebutkan jumlahnya barang yang di beli dan harga yang harus dibayar oleh

pembelt,

B. WANPRESTAST  YANG DILAKUKAN ~ PENJUAL  DAN
PENYELESAIANNYA
Wanprestasi adalah kenyataan tidak memenuhi isi perjanjian
sebagaimana mestinya. Adapun wujud dan kemungkinan dari wanprestasi yang
dilakukan penjual diantaranya adalah 8
1. Gas yang dibeli oleh konsumen ternyata lebih cepat habis dari biasanya.
Memang atas kondisi ini pihak konsumen tidak boleh langsung menuduh
bahwa distributor wanprestasi. Namun harus dilihat dahulu bagaimana
kondisi tabung gas ketika konsumen tersebut menerima dari distributor.

Apabila kondisi tabung gas masih utuh dengan segel yang masih baik,

** wawancara dengan responden, 7 Oktober 2003

P T-PUS TR Babt!.
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maka ada kemungkinan pengisian tabung gas tersebut tidak sesuai dengan
yang semestinya. Jika segel atas tabung tersebut telah rusak, maka
kemungkinan berkurangnya volume tersebut karena kerusakan pada saat
pengangkutan ataupun hal lain. Lamanya penggunaan satu tabung gas
berbeda-beda. Dari penclitian terhadap 20 konsumen dapat diketahui
bahwa pada umumnya satu tabung gas dapat digunakan paliag lama 3
minggu, disamping itu ada yang tidak pasti karena tergantung dari

penggunaan. ( lihat tabel di bawah )

TABEL 1

MASA PENGGUNAAN GAS ELPUI

No Masa penggunaan elpyi Konsumen Prose itase
1. | Satu minggu 0 0%
2. | Dua minggu 4 13,33%
| 3. 'figa minggu 9 30%
4, | Tergantung penggunaan 7 56,67%

Selanjutnya sebagian besar konsumen pemah mengalami gas yang cepat
habis. Dari 20 konsumen ada 10 orang yang mengalami gasnya cepat

habis. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah.
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TABEL 2

RESPONDEN YANG GASNYA CEPAT HABIS

‘No. | Pengalaman responden Orang Prosentase
1. | Tidak pernah 10 50%
2. | Pernah 10 50%

Selanjutnya ‘dari 10 Orang responden yang mengalami gas cepat habis
melakukan tinddakan yang berbeda-beda. Ada yang melapor dan ada juga

yang tidak melapor. (lihat tabel di bawah)

TABEL 3

TINDAKAN RESPONDEN KETIKA GASNYA CEPAT HABIS

No. Tindakan Responden - Orang Prosentase
1. | Lapor pada distributor 5 50%
2. | Tidak lapor 5 50%

Atas laporan para konsumen tersebut ternyata distributor tidak selalu
memberikan tanggapan yang positif.

Menurut responden yang namanya tidak ingin disebutkan, tanggapan yang
sering diberikan oleh distributor adalah perkataan maaf Selanjutnya
selama responden menjadi konsumen tidak banyak perubahan yang

dilakukan oleh distributor tersebut,

T Bt i e
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Bahkan jika ada laporan mengenai kebocoran pada tabung pihak
distributor lebih tidak tahu menahu. Dan lebih menyalahkan pihak
konsumen yang tidak memeriksa keadaan tabung.

Hal ini dikatakan oleh responden bahwa dirinya pernah meminta tanggung
jawab distributor terhadap tabung gas yang dikirimkan. Dan tanggapan
pihak distributor tidak ada bahkan menurut responden lebih menyalahkan

konsumen karena tidak memeriksa keadaan tabung.

Selanjutnya * wanprestasi  distributor yang kedua adalah terlambat
menyerahkan gas yang dipesan. Keterlambatan distributor mengirimkan
gas akan mernigikan konsumen, sebab para konsumen ada yang akan
menhggunakan gas secepatnya. Jika disttibutor terlambat menyerahkan gas
maka jelas hal itu sebagai tindak wanprestasi. Dari 20 konsumen ternyata

ada 8 orang yang pernah mengalami kekecewaan karena distributor

" menyerahkan gas lebih lambat dari yang ia kehendaki. Selanjutnya dari 20

konsumen tersebut ada 5 orang yang melapor pada distributor dan

selebihnya tidak melapor.

TABEL 4

RESPONDEN YANG TERLAMBAT MENERIMA GAS PESANAN

No. | Pengalaman Responden Orang Prosentase
1. Pernah terlambat 8 42%
2 - Tepat waktu 12 58%
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Menurut responden yang mengalami kéter]ambatan pengiriman tabung gas
elpiji merasa dirugikan, Karena pada saat itu mereka sangat membutuhkan
mendesak. Diantara responden ada yang pernah beberapa waktu membuka
warung makan.

Menurut Pimpinan distributor penyelesaian terhadap keterlambatan
pengiriman tersebut ‘telah ditutupi yaitu dengan menambah beberapa
karyawan untuk melayani kebutuhan konsumen yang mendesak. Terutama

konsumen yang themesan melalui telepon.

TABEL 5
TINDAKAN RESPONDEN YANG TERLAMBAT

MENERIMA GAS PESANAN

No. |} Tindakan Responden QOrang Prosentase
1. | Lapot pada distributor -5 0%
2. Tidak lapor 5 50%

Dari tindakan responden ternyata distributor tidak selalu menanggapi
secara positif.

Hal ini seperti yang pernah dialami seorang responden ketika ia memesan
melalui telepon dengan maksud agar lebih cepat dari pada menunggu
mobil keliling tetapi ternyata tindakannya salah. Sebab pihak distributor

tidak mengantar seperti yang telah diperjanjikan.
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis hal ini diakibatkan masih
kurangnya tenaga pengantar pesanan yang siap siaga mengan arkan jika

ada yang membutuhkan mendesak.

Segel gas rusak, dari 20 responden ada 8 orang merasakan segel gas rusak.
Dari 8 orang ini ternyata mereka memesan gas melalui telepon. Dari 8
orang ini ada 4 orang yang melapor pada distributor tentang kerusakan ini.
Atas laporan tersebut tidak terlalu sering distributor memberi tanggapan

yang positit. (lihat tabel di bawah)

TABEL 6

RESPONDEN YANG MENERIMA SEGEL RUSAK

No. | Pengalaman responden Orang Prosentase
1. Perhah 8 55%
2. * Tiddk pernah 12 45%

Menurut responden kerusakan segel lebih sering terjadi pada karet
pengaman, yang berakibat kebocoran pada tabung. Menurut responden hal
ini merupakan kelalaian dari pihak distributor yang tidak meneliti dengan
cermat tabung dari Pertamina. Sebab menurut responden, pihak konsumen
hanya melihat yang diluar tabung, seperti segel tutup plastik, sedangkan

karet pengaman yang terdapat dalam tabung tidak dapat terlihat.
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Menurut responden jika hal ini dibiarkan lebih lanjut, maka pihak

konsumen yang dirugikan.

TABEL 7

TINDAKAN RESPONDEN YANG TERIMA SEGEL RUSAK

No. Tindakan responden Orang Prosentase
1. Lapor distributor 4 50%
2. 1 Tidak melapor 4 50%

Menurut seorang responden yang perndh mengalami kerusakan segel pada
tabung gas, l;ejadiah ini dialami ketika ia memesan melalui telepbn. Pada
waktu itu ia percayd bahwa distributor akan memiberi tabung gas yang baik
dalam arti segél utuh. Ketika kejadiah ini dilapotkan kepadd pihak
distributor, dari pihak distributor tidak menaripgapi secara positif dan
menyatakan maaf atas kelalaian tersebut.

Namun ada responden lain yang pemah mengalami kerusakan segel yang
mendapat tanggapan baik dari pihak distributor. Responden tersebut

menerima penukaran tabung dengan segel yang utuh.




58

C. ASPEK YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR GAS
ELPLST ANTARA KONSUMEN DAN DISTRIBUTOR
1. Kaitan i’erjanjian jual beli Bahan Bakar Gas Elpiji dengan K@:'tehfuﬁn
Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999
Dalam prdktek perdagangan sehari-hari lebih sering dijuﬁpai
perdagangan dengaﬁ perjanjian secara lisan. Salah satu perdagar_lgan yang
menjalankan usahanya yang menggunakan perjanjian secara lisan yaitu usaha
jual beli bahan bakar gas elpiji yang dilakukan oleh distributor PT. EKA
CIPTA SARL
Seperti yaﬂg telah diuraikan dalam proses jual beli bahwa pehjualan
dilakukan bisa dilakdkan melalui telepon, datang langsung atdu menunggu
mobil gas keliling. Selingga tidak ada blantko perjanjidn yang harus dimiliki
konsumen atau pelafiggan bahan bakar gas elpiji.

Isi dari perjahjian tersebut adalah kesepakatan mengenai Harga dan
barang, Harga bahah bakar gas elpiji ditentukan berdasarkan berat atau
volume dari tabung bahan bakar tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. volume 12 kg harganya Rp. 36.000,-

b. volume 50 kg harganya Rp. 142.500,-

Namun demikian seorang calon pembeli bahan bakar gas elpiji
disyaratkan memiliki tabung sendiri. Sehungga dalam jual beli gas tersebut
yvang menjadi obyek jual beli hanyalah gas saja sedangkan tabungnya tidak
termasuk. Tetapi tabung yang dimiliki seorang pembeli ketika ia membel

tidak langsung diist saat itu juga, tetapi cukup dengan menukarkan tabung gas
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yang telah diisi dengan ukuran tabung yang sama. Jadi memiliki tabung
merupakan syarat dalam pembelian bahan bakar gas elpiji.

Walaupun bentuk perjanjian tersebut adalah lisan, tetapi dari pihak
distributor memberikan nota pembelian yang menerangkan tentang beberapa
hal yaitu :

1. Nama dan alamat pihak distributor

2. Nama dar alamat konsumen

3. Satuan atai jumlah tabung gas yang dibeli

4. Nama barang yang memuat volume gas

5. Harga satian masing-masing gas

6. Jumlah Hatga keseluruhan

7. Tanggal ﬂér’hbelian ‘

8. Paraf pihé\k para distributor

9. Klausuld bihwa barang-barang tbrsebut teldh diterima detlgan baik

10. Peringatatt dari distributor tentdfiys :

a. Agar konsumen selalu memetiksa segel dan menimbatlg tabung
gas untuk diketahui apakah maith utuh atau tidak.

b. Ketentuan bahwa klaim setelah tabung diterima tidak dilayani.
Klaim ini menunjukan pembatasan dari pihak distributor bahwa
apabila konsumen tefah menerima tabung gas yang dimaksud maka
ja berarti telah menyetujui atas kondisi gas yang dibelinya.
Sehingga jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada konsumen

maka distributor tidak bertanggung jawab.

et g+ . - . . T T e T
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Perjanjian lisan yang dipakai pada dasamnya juga berprinsip pada

perjanjian standart atau perjanjian baku. Dimana letak klausula bakunya

terdapat pada nota pembelian, Sehingga konsumen harus menerima selurah isi

klausula yang terdapat dalam nota pembelian tersebut. Namun demikian

klausula perjanjian standart tersebut tetap ada batasannya, yaitu Pasal 8

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khusustdya

tentang hal-hal perbtiatdn yang dilarang bagi pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-uridang No.8 tahun 1999,

tehtang perlindungan kosumen, bahwa :

1.

Pelaku u'saha dilarang memprdduksi dan atatl memperdagangkan
barang dafl atau jasa yang :

Tidak metibnuhi atau tidak sesudi standar yang dipersyatatkan dan
ketentuari feraturan perundang-ufidangan.

Tidak sestidi dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah
dalam hitunigan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket
barang tersebut.

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kejujuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang

dan atau jasa tersebut.
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e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses

pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa

tersebut.
Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa

tersebut.

 Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penggumaan atau

pemanfaata yang paling baik ata$ barang tertentu.

. Tidak tHengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaittidna

pemyathan Halal yang dicanturikdn dalam label.

Tidak mémasang label atau tiembuat penjelasdﬁ ﬂaraﬂg yang
memuat tarha barang, ukuran, érat / isi netto, kottiposisi, aturan
pakai, datl tanggal pembuatan, akibat sampingdti, nama dan alamat
pelaku usdha, usaha serta ketetafigan lain untuk penggunaan yang
menurut ketentuan harus dipasarif / dibuat.

Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesual dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacad
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar atas barang dimaksud.
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3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacad atau bekas datl tercemar secara lengkap

dan benar.

Berdasarkan keterangan beberapa orang responden bahwa hdl yang
tercantum dalam nota pembelian tidak sepenuhnya ditakukan oleh distributor.
Sebab ada beberapa brang responden yang dirugikan dari tabung pas ydng di
jual oleh distributor. Ketika hal ini disampaikan kepada distributor yang
bersangkutan tidak jarang pengusaha mengelak dari tahggung jawabnya.

Berdasarkant keterangan dari beberapa respondernt i dapat ditarik
kesimpulan bahwa tidak dipenuhinya ketetituan Pasal 8 Undahg-undang No.8

tahun 1999 khusustya ayat 1 butir b dan ¢.

>. nuBunGak Hukum antAka koksumex Dencad
DISTRIBUTOR GAS ELPLII
Sebagai salah satu béntuk perjanjish obligatoir, jual beli menimbulkan
hak dan kewajiban setelah para pihak tercapai kesepakatan mengenai harga
dan barang. Kewajiban dan hak tersebut timbul secara timbal balik karena
kewajiban satu pihak merupakan hak dari pihak lainnya.
Adapun hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli dalam

perjanjian tersebut antara lain :

B e e i o R
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1. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli gas elpiji ini adalah

meliputi :

a. membaydr harga bahan bakar gas sesuai dengan volume gas yang ia
kehendaki, Sebagai wujud usaha memberikan pelayanan yang
memuaskan, maka terhadap pembeli tidak dikenak:in ongkos
penyerahah. Harga yang harus dibayar oleh pembeli yany memesan
lewat telepbn adalah sama dengan pembeli yang datang langsung i(e
distributor. Pelayanan tersebut mierupakan usaha para distribﬂtor
dalat metiarik minat pembeli, katerid di kota semarang ini cukup
banydk distributor bahan bakar gas elfiji sehingga antara mereka
terlihat sekali persaingan.

b. lhenyerdHlxan tabung gas untuk ditukar dengan tabling yatig sejenis

yang telal diisi gas oleh penjual.

2. Kewajiban Penjual

Setelah adanya kesepakatan dengan pembeli, baik yang datang maupun

memesan lewat telepon, maka penjual mempunyai kewajiban untuk :

a. menyerahkan tabung gas; yang telah berisi gas sesuai dengan volume
yang dikehendaki pembeli.

b. jika pembeli tersebut memesan bahan bakar gas elpiji lewat telepon,
maka penjual wajib mengantarkan bahan bakar gas elpiji terseburt

sampai dengan ke tempat pembeli.
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c. wajib menanggung kenikmatan tentetam atas bahan bakar gas elpiji
ia seral{kan. Kenikmatan tenteram yang ditanggung penjual meliputi
tanggung jawab bahwa volume gas dalam tabung yang ia serahkan
kepada pembeli sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli.
Selain itu penjual wajib menanggung bahwa atas bahan bakar gas
elpiji yang ia serahkan tidak akan tersangkut masalah apapun yang
berkaitan dehgan pihak ketiga. Sehingga penjual menjamin Hahwa
setelah gas jtu diserahkan, pembeli tidak akatl terganggu d:alégm

menggunakéﬁ gas elpiji.

bari penelitidn ternyata tidak seliirtih kewajiban pettjlial terpenuhi.

Peribell tasitt ditligikan dari pihak petijiial. Terutama yahp menyangkut

~ vdlisme pas dalam tdbung.

| g
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BAB Y

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasatkan pada analisis dan hasil penelitian yang perleliti
lakukan terhadap jual beli bahan bakar gas elpiji, yang meliputi proses
terjadinya jual beli bahan bakar gas elﬁiji, dithana tempat penyerahan
Barangnya, wanprestasi yang dilakukah dleh distributor, bagairiana
kaitahnya detigdn perlindungan kotisumen, maka dapat dihmbil
kesirfipulan sebd#di Berikut :

1. Bahwa terjadifiya perjanjian jual beli bahan bakar gas elbiji betdasarkan
asas konsensudlisme, yaitu dilihat kapan terjadinyt kesepakatdn antara
penjual dan peimbeli. Saat terjadinya kesepakatad tersebut tergantung
dari pembeli yAng menyatakan niatnya uhtuk thembeli bahan bakar gas
elpiji, dan penjual menyanggupi.

Ada beberapa cara pembeli untuk menyatakan niatnya membeli bahan
bakar gas ‘elpiji, antara lain :
a. Pesan lewat telepon
Jikab seorang konsumen bahan bakar gas elpiji lewat
telepon, maka antara pembeli dan penjual telah terjadi
perjanjian jual beli karena mereka telah ada kesepakatan
mengenai harga dan barang. Harga yang disepakati adalah

harga umum yang telah diketahui pembeli.
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Kerugiannya memesan dari telepon yaitu konsumen tidak
bisa leluasa melihat sendiri dengan teliti tabung gas yang
dipesannya. Sehingga rata-rata konsumen yang memesan
lewat telepon lebih sering mendapatkan tabung gasnya'

cacat,

b. Datang langsung ke distributor
A;Sabila konsumen dataig langsung ke distribitor, mika
sdat terjadinya jual beli ketika kotisumen telz‘ih mehyé{al&an
kehetidaknya untuk methbeli batian bakar gﬁs éibiji dati
kethudian ia membaydt harga barang ydng dimaksud

lahgsung di distributornya.

c. Menunggu datangnya mobil keliling distributor
Saat terjadinya jual beli, setelah pembeli menyatakan
kehendak dan membayar harga bahan bakar gas elpiji. Dari
hasil penelitian penulis, konsumen yang menunggu
datangny'a mobil keliling distributor lebih banyak dibanding

yang memesan lewat telepon atau dengan datang sendiri

Waktu dan tempat penyerahan‘bahan bakar gas elpiji tersebut,
tergantung dari perjanjian yang discpakati antara penjual dan pembeli.

Jika pembeli datang langsung ke distributor maka waktu dan tempat
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penyerahan tergantung dari kedatangan pembeli itu datang. Kalau
pembeli datang hanya untuk memesan maka penyerahan dan waktunya
dilakukan sesuai dengan kehendak pembeli. Bagi pembeli yang
memesan lewat telepon maka waktu penyerahan tergantung dari
permintaan pembeli, apakah saat itu juga atau ldin waktu. Bagi pembeli
yang menunggu mobil keliling distributor maka waktu penyerahan
adalah setelah pembeli membayar harga gas elpiji yang dimaksudkan.
Dari cata penyerahan yang diuraikan diatas maka dabat
disimpulkan Bahwa cara penyerahan baiqari bakar gas elpiji dalam
perjanjian jual beli ini adalah penyetdian nyata, dittiatia Baraﬁg yang
~ bérsdngkutan diberikan secara langsurig dari distributor kﬁiﬁﬁdd gembeli.
Setelah penyerahan tersebut , perrijbéii mendapatkan kwitahsi atas
pembayaran detigan menyebutkan jurllah barang yang dibeli ddn harga

yang dibayar oleh pembeli

2. Bahwa dalam hal wémprestasi berwujud yang dilakukan distributor
antara lain :

a. Gas yang dibeli konsumen ternyata lebih cepat habisnya

dari biasanya. Hal ini dapat dilihat dari 20 responden, yang

menyatakan bahwa gasnya lebih cepat habis ada 10

responden. Dari 10 brang responden ada 5 orang yang lapor

pada distributor. Dari laporan responden tersebut ternyata

e e e
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pihak distributor tidak selalu memberikan tanggapan yang

. positif.

b. Terlambat menyerahkan gas yang dipesan. Hal ini akan
merugikan konsumen yang membutuhkan gas secepatnya.
Dari 20 resporiden ada 10 orang yang pernah mengalami
keterlambatan. Responden yahg mielapor ke distributor ada

5 orang selebihnya tidak melapor.

c. Segel gas rusak. Lebih sering ditasakan oleh konsumen
yang memesan lewat telepon. Dari 20 responden ada 8
otahg yang merasakan segel gas rusak. Résponden yang
melapor ke distributor ada 4 orang, namuh atas laporan
konsumen ternyata distributor tidak terlalu sering

. mlenanggapi laporan tersebut.

3. Kaitan Perjanjian Jual beli Bahan Bakar Gas Elpiji dengan Pasal 8
Undang-undang No.8 tahun 1999 yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan
adalah secara lisan. Sehingga tidak ada blanko perjanjian secara tertulis.
Yang dijadikan bukti telah terjadi kesepakatan jual beli adalah dengan
nota pémbe]ian yang diberikan kepada pembeli setelah membayar.
Dimana isi pada nota pembelian tersebut adalah kesepakatan mengenai

harga dan barang. Dan ada peringatan dari distributor kepada pembeli
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yang telah dibakukan oleh penjual. Berdasarkan keterangan dari para
responden bahwa hal yang tercantum dalam nota pembelian tidak
sepenuhnya dilakukﬁn oleh distributor terutama bagi konsumen yang
memesan lewat telepon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
. dipenuhinya ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999

khususnya ayat 1 butir b dan c.

B, SARAN
Bertitik tolak dari hasi! penelitian tetHadap pelaksanaan pet,anjian judl
beli balan bakdt gas dengan distributot di kota Semarang, méaka fereliti
memberikan sarah-satan sebagai berikut :

1. Sebaiknya dari ﬁi'hak distributor  leblih  sering
menyarankan pada calon pembeli untuk  selalu
memeriksa segel tabling gas ddn menirtibangnya pada
saat pembelian.

2. Sebaiknya pihak distributor menyediakan timbangan
pada mobi! keliling gas elpiji, dan pada saat mengantar
barang pada pembeli yang memesan lewat telepon.,
sehingga pihak konsumen tidak dirugikan.

3. Sebaiknya pihak distributor menambah tenaga
karyawan yang hanya untuk mengantar pesanan melalui

telepon, sehingga konsumen tidak dirugikan waktu.
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